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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pelaksanaan sewa tanah kas desa untuk kegiatan pendidikan
berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa di Kalurahan Condongcatur sebagian besar telah
sesuai dengan Peraturan Gubernur DI'Y Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa, walaupun perjanjian sewa tanah desa antara
Desa Condongcatur dengan Yayasan Kanisius Cabang Yogyakarta masih
berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa, yang dalam kedua perjanjian sewa ditemukan
bahwa terdapat klausula yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur
DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dan
perjanjian sewa mengatur lebih luas mengenai pengenaan denda,
perpanjangan sewa, larangan, peralihan hak, informasi dan korespondensi,
ketentuan peralihan, pembebanan biaya-biaya yang timbul akibat sewa
menyewa, pengaturan mengenai berlaku dan mengikatnya perjanjian
sewa, terapat klasul mengenai hal yang belum diatur dapat diatur
dikemudian hari dalam perjanjian.
B. Saran
Diharapkan pada kalurahan selaku penerima hak angganduh untuk

tanah kas desa yang diperoleh dari Kasultanan atau Kadipaten dan Dinas
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Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY melakukan peninjauan kembali
setiap 4 tahun sekali terhadap tanah-tanah kas desa yang dimanfaatkan oleh
pihak lain, peninjauan kembali yang dimaksud disini peninjauan secara
administrasi dan lapangan serta diperlukannya pengawasan dari pihak Dinas
untuk melakukan pengecekan kembali mengenai isi perjanjian yang dibuat
antara Kalurahan dengan penyewa untuk meminimalisir ketidaksesuaian
antara perjanjian sewa dengan peraturan daerah yang mengatur mengenai

pemanfaatan tanah desa.
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